
BUPATI TEINCAM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu
ditetapkan Susunan Organisasi, Tata Kerja, T\rgas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tfrgas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Rdang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4
Negara (Lembaran Negara RePublik

tentang Aparatur SiPil
lndonesia Tahun 2Al4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5a941;

Republik Indonesia

T. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL5
Nomor 5'8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1O0 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$ah

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2Ot6 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A361;

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN' SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urtrsan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan T\rgas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelen ggara. Pemerintahan Daerah yarrg memimpin
pelaksanaan Umsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

5. Bupati adalah Bupati Katingan.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

g. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Katingan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Katingan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
tertentu di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Katingan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan, terdiri dari :

1. Kepa1a Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi
Teknologi.

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
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1) Seksi Kesetaraan Gender Bidang ekonomi dan
Partisipasi Organisasi Masyarakat;

2l Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan
Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

3) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi
Organisasi Keagamaan.

b. Bidang Perlindungan, Pemenuhan Hak Perempuan dan
Anak, membawahkan :

1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Anak dari KDRT,
Tindak Pidana Perdagangan orang dan Dalam situasi
DaruratlKhusus;

2l Seksi Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA;

3) Seksi Data dan Informasi Gender, Anak, Bidang
Ekonomi, Hukum dan Partisisipasi Masyarakat.

c. Bidang Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera,
membawahkan :

1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

2l Seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil
Berkualitas;

3) Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
membawahkan:

1) Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk;

2) Seksi Pemberd ayaax,', Penyuluhan, Pergerakan dan
Kesetaraan KB;

3) Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alkon dan Jamina.n
Pelayanan KB.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan' 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercamtum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan mempunyai
tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan
mJngkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Kelu arga Berencana dan melaksanakan
ketatausahaan dinas.
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Pasal 4

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis yang telah didelegasikan oleh Bupati
Katingan sesuai dengan kebijakan Bupati dan peraturan
pertrndang-undangan yang berlaku dibidang Pemberd ayaarl
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

d. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan mempunyai
kewenangan sebagai berikut :

a. Merumuskan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesetaraan Gender
dan Kualitas hidup Perempuan;

b. Pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan perlindungan dari
kekerasan;

c. Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak anak untuk meningkatkan
kualitas hidup dan perlindungan anak

d. Pelaksanaan penyiapan fasilitas kelembagaan dan jejaring serta
peran serta masyarakat dalam mendukung pencapai kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;

e. Pelaksanaan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka
pengendalian kuantitas penduduk

f. Pelaksanaan Pendataan, Informasi dan Pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk;

g. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pengendalian penduduk dan Kelu arga Berencana;

h. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga
Berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana;

i. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di
daerah;

j. Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi
masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
peserta ber-Keluarga Berencana;
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k.

1.

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahte raan keluarga

Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi masyarakat
didaerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan
tugas pokok dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
menyelenggarakan fungsi :

Keluarga Berencana

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian
dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang
pemberdayaan perempu.an, kesetaraan gender dan partisipasi
masyarakat, bidang perlindungan, pemenuhan hak
perempuan dan anak, bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

b. Pengkoordinasian, mengendalikan dan membina pelaksanaan
kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan
pemerintahan dibidang pemberd ayaarr perempuan, kesetaraan
gender dan partisipasi masyarakat, bidang perlindungan,
pemenuhan hak perempuan dan anak, bidang ketahanan dan
keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program
kerja kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum,
lakip, LKPJ dan LPPD dinas.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
pemberdayaan perempuan, kesetaraarL gender dan partisipasi
masyarakat, bidang perlindungan, pemenuhan hak
perempuan dan anak, bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

c. Membina, mengawas dan mengendalikan pelaksanaan tugas
pokok dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang
pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan partisipasi
masyarakat, bidang perlindungan, pemenuhan hak
perempuan dan an:rak, bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

(1)

(2)
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d. Mengarahkan sekretaris dan Kepala Bidang dalammelaksanakan tugasnya agar sesuai d.rrgr, p.t ?:ut danketentuan yang berlaku.
e. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian dukungan,

penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberd 
^{^*,perempuan, kesetaraan gender dan partisipasi masyari.kat,

bidang perlindung€Ln, pemenuhan hak perempuan dan anak,
bidang ketahanan dan keluarga sejahtlra dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

f. Menyelenggarakan rencana pembangunan dibidang
pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan partisipasf
masyarakat, bidang perlindungan, pe*erruhan hak
perempuan dan anak, bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera dan pengendarian penduduk dan keluar[a
berencana.

g. Memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan
dibidang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan
partisipasi masyarakat, bidang perlindungan, pemenuhan hak
perempuan dan anak, bidang ketahanan dan keluarga
sejahtera dan pengendalian penduduk dan keluar[a
berencana.

h. Menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan dan
rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan *u.*rik n dan
kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan
perempuan, kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat,
bidang perlindungan, pemenuhan hak perempuan dan anak,
bidang ketahanan dan keluarga sejahtLra dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/
atau lembaga terkait lainnya untuk kelanclran pelaksanaan
kegiatan dinas.

j. Memberikan penilaian kinerja aparatur di lingkungan dinas.
k. Memmuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan.

t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Katingan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai
tugas Membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan
pengkajian bahan perumusan kebljakan teknis dan koordinasi
dengan unit_kerja terkait perencanaan dan Informasi reknologi,
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan
Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan AnLk,
Pengendalian Penduduk dan Kelu arga Berencana.
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b. Pengkoordinasian perencanaEm dan perumusan kebijakan
teknis Dinas lemperdayaan perempuan, perrind""gu" enak,
Pengendalian penduduk dan Keruarga Berencana.

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidangperencanaan dan Informasi Teknologi, ketatausahaan]
organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, keuangan, hukum, kearslpan, p"rrgoi.han data daninformasi, perlengkapan dan *-"r, longga Dinas
Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, pi-ngendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Pengkoordinasian pen]rusunan peraturan perundang-
undangan, pelayanan dan bantuan hukum yarg terkait
dengan tugas Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

e. Pengkoordinasian dalam penJrusunan laporan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan pen]rusunan rencana program kerja sekretariat
dan bidang- bidang.

b. Mendistribusikan tugas kepada, sub Bagian umum dan
Kepegawdto,- sub Bagian Keuangan dan sub Bagian
Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi reknologi sesuai
dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk kel-ancaran
pelaksanaan tugas.

c. Memberi petunjuk kepada Sub Bagian Umum dan
Kepegawa3n,- sub Bagran Keuangan dan sub Bagian
Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi reknologi dalam
kegiatan program sub Bagian umum dan Kepegawaian, sub
Bagian Keuangan dan sub Bagian program, Evaiuasi,
Pelaporan dan Informasi reknologi sesuai prosedur untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyelia sub Bagian umum dan Kepegawaian, sub Bagian
Keuangan dan sub Bagian program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi reknologi dalam pelaksanaan tugas sesuai arahan
pimpinan.

e. Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian.
f. Melaksanakan pengkajian rumusan kebiiakan anggaran.
g. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan.
h. Melaksan"-k?r pengendalian ketatausahaan, kelembagaan

dan ketatalaksanaan.

i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan.

j. Melaksanakan keprotokolan dan hubungan masyarakat.
k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
l. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana

strategis, Lakip, LPPD, LKPJ dinas.
m. Melaksanakan penJrusunan teraahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan.
n.

o.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Memberikan penilaian kinerja aparatur seksi dibawahnya.
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p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 8
Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. sub Bagian Program, Evaruasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi.

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

pasal 9
(1) sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas 
-membantu 

sekretarii
dalam hal melaksanakan tugas membuat bahan pengkajian
kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkai"t serta
pelaporan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggaraka"
fungsi:

a. Pen5rusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Pelaksanaan penJrusuna.n bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pelaporan tugas di
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan sub Bagian umum dan Kepegawaian
sesuai dengan program kegiatan untuk pedoman p.iaks..raan
tugas.

b. Membagr tugas kepada bawahan di ringkungan sub Bagian
umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugas *"*irrg-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Membimbing pelaksana€rn tugas bawahan di lingkungan sub
Bagran umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai- dengan
tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar.

d. Memeriksa hasil keq'a bawahan dilingkungan sub Bagian
umum dan Kepegawaian sesuai dengan petunjuk agar tidak
teq'adi kesalahan atau kekeliruan.

e. Melaksanakan pen]rusunan bahan pengkajian kebijakan teknis
di sub bagian umum dan kepegawaian.

f. Melaksanakan pen]rusunan dan pengolahan data kepegawaian.
g. Melaksanakan pen]rusunan dan pengolahan aset/barang milik

daerah.
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h. Melaksanakan penJrusunan bahan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan jabatan dilingkungan dinas. -

i. Melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
j. Melaksanakan penJrusunan bahan pengembangan karir dan

mutasi serta pemberhentian pegawai.

k. Melaksanakan penJrusuna.n bahan pembinaan kepegawaian
kepada unit kerja di lingkungan dinas.

l. Melaksanakan penJrusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangai dibidang
kepegawaian.

m. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman
surat-surat naskah dinas dan arsip.

n. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
dinas.

o. Melaksanakan penJrusunan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas pegawai.

p. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan
pendokumentasian.

q. Melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
pengurusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta
ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.

r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
s. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang diclpai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur.

t. Melaksanakan pen)rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di sub Bagian umum
dan Kepegawaian.

u. Melaksanakan pen]rusunan dan pengolahan data kepegawaian.
v. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan

insidentil di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
w. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 1O

(1) sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagianyang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal
melaksanakan pen]rusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta petaporan tugas di sub
Bagian Keuangan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L),
Kepala sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : -

a. Pelaksanaan bahan pengkajian kebijakan teknis di sub Bagran
Keuangan;

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Sub Bagian Keuangan;
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c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di sub Bagran
Keuangan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan sub Bagian Keuangan sesuai dengan
program keda untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sgguai dengan bidang tugas masing-masing agar
tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
sub Bagian Keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggungiawabnya agar pekerjaan ber{alan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di ringkungan sub Bagian
Keuangan sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan
atau kekeliruan;

e.

f.

Melaksanakan pen5rusunan bahan pengkajian
di Sub Bagian Keuangan;

Melaksanakan pen5rusunan bahan kerjasama
Keuangan;

g. Mengelola administrasi keuangan meliputi
pertanggungjawaban dan verilikasi serta

kebijakan teknis

di Sub Bagian

pembukuan,
penJrusunan

perhitungan anggaran;

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban
dan tahunan'

keuangan semesteran

Melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan
tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

1. Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di sub Bagian keuarrgan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan di 1ingkungan sub Bagian
Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
penilaian kinerja aparatur;

n. Melaksanakan penJrusunan bahan pelaporan pelaksanaan
tugas secara rutin dan insidentil di sub Bagian Keuangan;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN INFORMASI

TEKNOLOGI

Pasal 11

(1) sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas membantu sekretaris dalam hat melaksanakan
penjrusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di sub Bagian program,
Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.

i.

J.

k.
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(2) untuk melaksan3kq tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala sub Bagian program, Evlluasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan bahan pengkajian kebijakan teknis disub Bagian program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerjaterkait di_ sub Bagan program, Evaluasi, pfhporan dan
Informasi Teknologi.

c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas disub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Inlormasi
Teknologi.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayVt (21, Kegala sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian program, Evaluasi,
Pelaporan dan Informasi reknologi sesuai d"rrg"r, program
kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub Bagian
Program, 

-Erraluasi, 
pelaporan dan Informasi ieknologi sesuai

dengan lidang tugas masing-masing agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik.

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
sub Bagian Program, Evaluasi, peraporan dan Informasi
Teknologi keuangan setiap saat sesufu dengan tugas dan
tanggungiawabnya agar pekerj aan berjalan tertib dan lancar.

d. Memetr"1 hasil kerja bawahan di lingkungan sub Bagian
Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi teknologi sesuai
dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau ke[efiruan.

e. Melaksanakan penyusun€Ln bahan perumusan rencana
strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RKA, DpA dinas.

f. Melaksanakan penJrusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis di sub Bagian program, EvaluaJi, pelaporan- dan
Informasi Teknologi.

g. Melaksanakan pen]rusunan bahan dan penyiapan anggaran
dinas.

h. Melaksanakan perencanaan realisasi program dinas.
i. Men5rusun daftar usul kegiatan di lingkungan dinas.
j. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di sub Bagian

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.
k. Melaksanakan administrasi anggaran dinas.
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
m. Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di sub Bagian program,
Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.

n. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub Bagian
Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi Teknologi
berdasarkan hasil ke{a yang dicapai sebagai bahan penilaian
kineda aparatur.
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Melaksanakan penJrusun€Ln bahan pelaporan pelaksanaan
tugas secara rutin dan insidentil di sub Bagran program,
Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partsipasi Masyrakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pen5rusunan, mengolah
dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengkajian, pengusulan dan pen5rusunan
kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan,
Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat;

b. Pelaksanaan norrna, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan
Gender dan Partisipasi Masyarakat;

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Partisipasi
Masyarakat;

d. Pelaksana€rn pengendalian kesetaraan gender bidang ekonomi
dan partispasi organisasi masyarakat, kesetaraan gender
bidang politik, hukum dan partispasi swasta, dunia usaha dan
media dan kesetaraan gender bidang sosial dan partisipasi
organisasi keagam aaara.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan
Gender dan Partisipasi Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan di lingkungan
bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat;

b. Mendistribusikan tugas kepada Seksi Pemberdayaa.n
Perempuan, Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat
sesuai dengan tanggungiawabnya masing-masing untuk untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Memberikan petunjuk kepada seksi kesetaraan gender bidang
ekonomi dan partispasi organisasi masyarakat, seksi
kesetaraan gender bidang politik, hokum dan partispasi
swasta, dunia usaha dan media dan seksi kesetaraan gender
bidang sosial dan partispasi organisasi keagamaaan sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o.

p.

Page 13 of4O



d. Menyelia seksi kesetaraan gender bidang ekonomi danpartispasi organisasi masyarakat, seksi keietaraan gender
bidang politik, hukum dan partispasi swasta, dunia usalia dan
media dan seksi kesetaraan gender bidang sosial dan partispasi
organisasi keagamaaan dalam pelaksanaln tugas sesuai arah
pimpinan;

e. Menyelenggarakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pemberd ayaan perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat;

f. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakai;

g. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Men5rusun bahan koordinasi Bidang pemberd ayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakaq

i. Melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakaq

j. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis
pelaksanaan program kegiatan di Bidang pemberd ayaan
Perempuan, Kesetaraa.n Gender dan partisipasi Masyaraka!

k. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Bidang
Pemberdayaa.n Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi
Masyarakat;

l. Menyelenggarakan perumusan materi kebijakan teknis di
Bidang Pemberdayaan perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat yang melibatkan Kabupaten;

m. Menyelenggarakan penJrusunan bahan kebijakan teknis di
Bidang Pemberdayaarl perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyarakat;

n. Menyelenggarakan pengajuan usulan materi pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakaq

o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakat
melibatkan Kabupa ten / Kota;

p. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan,
Kesetaraan Gender dan partisipasi Masyarakat dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak
terkait;

q. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama di Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan partisipasi
Masyarakat;

r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

t. Memberikan penilaian kinerja aparatur Sub bagian di
bawahnya;

u. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Page 14 of40



Pasal 13

Bidang Pemberd ayaar, Perempuan, Kesetaraan Gender dan
Partisipasi Masyrakat, membawahkan :

1. seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan partisipasi
Organisasi Masyarakat;

2. seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media;

3. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaan.

Paragraf I
SEKSI KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAN PARTISIPASI ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 14

(1) seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan partisipasi
organisasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal
melaksanakan tugas pen]rusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Partisipasi organisasi
Masyarakat.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Partisipasi
Organisasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan bahan pengkajian teknis di seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Partisipasi Organisasi
Masyarakat;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan
Partisipasi Organisasi Masyarakat;

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Partisipasi Organisasi
Masyarakat.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan
Partisipasi Organisasi Masyarakat, mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
dan Partisipasi organisasi Masyarakat sesuai dengan program
kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan partisipasi
Organisasi Masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan partisipasi
Organisasi Masyarakat setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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d.

e.

Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan partisipasi
organisasi Masyarakat sesuai dengan petunjuk agar tidak
terjadi kesalahan atau kekeliruan;
Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi
pen1rusunan kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
dan Partisipasi Organisasi Masyarakat;

Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
dan Partisipasi Organisasi Masyarakat;

Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan
Kesetaraan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan
Partisipasi Organisasi Masyarakat;

Merencanakan pen5rusunan kebijakan Kesetaraan Gender
Bidang Ekonomi dan Partisipasi Organisasi Masyarakat di
daerah;

Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Kesetaraan Gender Bidang
Ekonomi dan Partisipasi organisasi Masyarakat daerah sesuai
dengan program pembangunan daerah;

Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan;

Melaksanakan Pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi Kesetaraan
Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia
Usaha dan Media;

Menilai prestasi keda bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan
Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

o

1.

j.

k.

t.

m.

n.

Paragraf 2
SEKSI KESETARAAN GENDER BIDANG POLITIK, HUKUM DAN

PARTISIPASI SWASTA, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Pasal 15

(1) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal
melaksanakan tugas pen5rusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi swasta,
Dunia Usaha dan Media.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum
dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media
menyelenggarakan fungsi :
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a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian teknis di seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan
Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

c. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum
dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Kesetaraan Gender Bidang Politik,
Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media
sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan
tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media sesuai dengan bidang tugas
masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media setiap saat sesuai dengan
tugas dan tanggungiawabnya agtr pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media sesuai dengan petunjuk agar
tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi
pen5rusunan kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Politik,
Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

f. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan Kesetaraan Gender Bidang Politik,
Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

g. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi
Swasta, Dunia Usaha dan Media;

h. Merencanakan penJrusunan kebijakan Kesetaraan Gender
Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha
dan Media di daerah;

i. Melaksanakan pen5rusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Kesetaraan Gender Bidang
Politik, Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan
Media daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;

j. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan;

k. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan
layanan dalam meningkatkan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan;
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Melaksanakan Pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi *esetaraan
_Gender Bidang Politik, Hukum dan partisipasi swasta, Dunia
Usaha dan Media;

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan partisipasi
swasta, Dunia usaha dan Media berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Kesetaraan Gender Bidang politik, Hukum dan
Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI KESETARAAN GENDER BIDANG SOSIAL
DAN PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN

Pasal 16

(1) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaan dipimpin oleh seorErng KepaJa seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan tugas
pen]rusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di seksi Kesetaraan Gender
bidang sosial dan partisipasi organisasi keagamaan.

(2) untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi
Organisasi Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyuslrnan bahan pengkajian teknis di Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan;

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di seksi Kesetaraan Gender Bidang sosial dan
Partisipasi Organisasi Keagamaaan;

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), Kepala seksi Kesetaraan Gender Bidang sosial dan
Partisipasi organisasi Keagamaan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Kesetaraan Gender Bidang
sosial dan Partisipasi organisasi Keagamaaan sesuai dengan
program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosiat dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing a.gg.r
tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

1.

m.

n.

o.
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d.

e.

h.

l.

Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang sosial dan Partisipasi organisasi
Keagamaaan sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi
kesalahan atau kekeliruan;
Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi
penJrusunan kebijakan Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial
dan Partisipasi Organisasi Keagam aaan;

Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan Kesetaraan Kesetaraan Gender Bidang
Sosial dan Partisipasi Organisasi Keagamaaan;

Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan;

Merencanakan penyusuna.n kebijakan Seksi Kesetaraan
Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi Keagamaaan
di daerah;

Melaksanakan pen5rusuna.n bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Kesetaraan Gender Bidang
Sosial dan Partisipasi Organisasi Keagamaaan daerah sesuai
dengan program pembangunan daerah;

Melaksanakan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan Kesetaraan Gender
Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi Keagamaaa-n;

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi
Keagamaaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan penilaian kinerja aparatur;

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi
Organisasi Keagamaaan;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
BIDANG PERLINDUNGAN

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

J.

k.

m-

Pasal 17

(1) Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pen5rusunan, mengolah dan merumuskan
kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak
Perempuan dan Anak.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengkajian, pengusulan dan pen5rusunan
kebijakan teknis dibidang Perlindungan Pemenuhan Hak
Perempuan dan Anak;

b. Pelaksanaan norma, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dibidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan
dan Anak'
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c. Pelaksanaan koordinasi peraksanaan kebijakan di BidangPerlindungan pemenuhan Aak perempuan dair enak;
d. Pelaksanaan pengendarian perlindungan Hak perempuan, Anakdan KDRT, Tindak pidana perdagirgan orang a"r, Dalamsituasi Darurat/Khusus, T\rmbuh ti"*6*rrg Anak dan KLA danData dan Informasi Gender, Anak Bidan[ Ekonomi, Hukum

dan Partisipasi Organisasi Masyarakat.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Bidang perlindungan pemenuhan Hak pere*prr"r, a"r,Anak mempunyai uraian tugas :

a. Merencan"-!* operasional program dan kegiatan di lingkungan
Bidang Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Lnak.

b. Mendistribusikan tugas kepada seksi perlindungan
Pemenuhan Hak perempuan dan Anak sesuai dengan
tanggungiawabnya masing-masing untuk untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

c. Memberikan petunjuk kepada seksi perlindungan Hak
Perempuan, Anak dan KDRT, Tindak pidana per?agangan
orang dan Dalam Situasi Darurat/Khusus, Tumbuh xeLuang
Anak dan KLA dan Data dan Informasi Gender, Anak Bidan[
Ekonomi, Hukum dan partisipasi organisasi Masyarakat sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyelia 
:."1."i 

perlindungan Hak perempuan, Anak dan KDRT,Tindak pidana perdagangan orang dan Dalam situasi
Darurat/Khusus, Tumbuh Kembang Anak dan KLA dan Datadan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum danPartisipasi organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas
sesuai arah pimpinan.

e. Menyelengs-3rykan pengkajian perumusan kebijakan teknis di
Bidang Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Anak;

f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Bidang perlindungan
Pemenuhan Hak perempuan dan Anak;

g. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
yang berhubungan dengan bidang tugas.

h. Men5rusun bahan koordinasi Bidang perlindungan pemenuhan
Hak Perempuan dan Anak;

i. Melaksanakan pembinaan di Bidang perlindungan pemenuhan
Hak Perempuan dan Anak;

j. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis
pelaksanaan program kegiatan di Bidang perlindungan
Pemenuhan Hak perempuan dan Anak.

k. Melaksanakan pengkajian 
_ !** kerjasama Bidang Bidang

Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Anak.
1. M.enyelenggarakan perumusan materi kebijakan teknis diBidang Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Anak

yang melibatkan Kabupaten.
m. Menyelenggarakan penJrusunan bahan kebijakan teknis di

Bidang Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Anak.
n. Menyelenggarakan pengajuan usulan materi perlindungan

Pemenuhan Hak perempuan dan Anak.
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o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
Perlindungan pemenuhan Hak perempuan
melibatkan Kabupaten/ Kota.

Menyelenggarakan kegiatan Bidang perlindungan pemenuhan
Hak Perempuan dan Anak dan meigkoordinasikan
pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait.
Menyelenggarakan fasilitasi keriasama di Bidang perlindungan
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Melaksanakan pen]rusunan teraahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan.
Memberikan penilaian kinerja aparatur seksi di bawahnya
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

Bidang Perlindungan pemenuhan Hak perempuan dan Anak,
membawahkan :

1. seksi Perlindungan Hak perempuan, Anak dan KDRT, Tindak
Pidana Perdagangan orang Daram situasi Darurat/Khusus;

2. Seksi T\-rmbuh Kembang Anak dan KLA;
3. seksi Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum

dan Partisipasi Organisasi Masyarakat;

Paragraf 1
SEKSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, ANAK DAN KDRT,

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SITUASI
DARURAT/KHUSUS

Pasal 19

(1) seksi Perlindungan Hak perempuan, Anak dari KDRT, Tindak
Pidana Perdagangan orang Dalam situasi Darurat/Khusus
dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penJrusun€rn bahan pengtrrajian telLis^ dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta plhpor*r, tugas di
seksi Perlindungan Hak perempuan, Anak dari- KDRT, findak
Pidana Perdagangan orang Dalam situasi Darurat/Khusus;

(2) untuk melakganakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi- Perlindungan Hak perempuan, Anak dari KDRT,Tindak Pidana perdagangan orang Dalam situasi
Damrat/ Khusus menyelenggarakan fungsi I
a. Pelaksanaan pen]msunan bahan pengkqiian teknis

Perlindungan Hak perempuan, Anak dari- KoRT, Tindak
Pidana Perdagangan orang Daram situasi Danxat/Khusus.

b. Pelaksanaan penJrusu.n€ur bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait Perlindungan Hak perempuan, Anak dari KDRT,Tindak Pidana perdagangan orang Dalam situasi
Darurat/Khusus.

di Bidang
dan Anak

p.

q.

r.

s.

t.

u.

Page 21 of40



c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Perlindungan Hak perempua::, Anah dari xiRt, Tindak
Pidana Perdagangan orang Dalam situasi Darurat/Khusus.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Seksi perlindungan Hak perempuan, Anak dariKDRT, Tindak Pidana perdagangan orang 

- 
Dalam situasi

Darurat/Khusus mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi perlindungan Hak perempuan,
Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan orang Dalam
situasi DaruratfKhusus sesuai dengan program kerja untuk
pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di ringkungan seksi
Perlindungan Hak perempuan, Anak dari -KDRT, 

Tindak
Pidana Perdagangan orang Daram situasi Danxat/Khusus
sesuai dengan-bidang tugas masing-masing agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik.

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Perlindungan Hak Perempuan, Anak dari xnm, Tindak
Pidana Perdagangan orang Dalam situasi Darurat/Khusus
setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungiawabnya agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Perlindungan Hak perempuan, Anak dari KD{T, Tindak
Pidana Perdagangan orang Dalam situasi Darurat/Khusus
sesuai dengan petunjuk agar tidak tedadi kesalahan atau
kekeliruan.

e. Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi
penJrusunan kebijakan Seksi perlindungan Hak perempuan,
Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan orang li"la*
Situasi D arur at f Khusus.

f. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan Seksi perlindungan Hak perempuan,
Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan orang li"taro
Situasi Darurat/ Khusus.

g. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan seksi
Perlindungan Hak Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak
Pidana Perdagangan orang Daram situasi Darurat/Khusus.

h. Merencanakan penJrusuna.n kebijakan seksi perlindungan
Hak Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan
Orang Dalam Situasi Darurat/Khusus di daerah

i. Melaksanakan penJrusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan seksi perlindungan Hak
Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan
orang Dalam situasi Darurat/Khusus daerah sesuai a"rrg*.,
program pembangunan daerah.

j. Melaksanakan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan seksi perlindungan Hak
Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak pidana perdagangan
Orang Dalam Situasi Darurat/Khusus.
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1.

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Hak Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak
Pidana Perdagangan Orang Dalam Situasi Darurat/Khusus
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian
kinerja aparatur.

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Anak dari KDRT, Tindak
Pidana Perdagangan Orartg Dalam Situasi Darurat/Khusus.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 20

(1) Seksi T\rmbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pen5rusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di
Seksi Tumbuh Kembang Anak dan KLA.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pengkajian teknis Tumbuh
Kembang Anak dan Pengembangan KLA.

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA.

c. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA
mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Tumbuh Kembang Anak dan
Pengembangan KLA sesuai dengan program kerja untuk
pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Tumbuh
Kembang Anak dan Pengembangan KLA sesuai dengan bidang
tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik.

c. Membimbing pelaksarlaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Ttrmbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA setiap saat
sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar.

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi Tfrmbuh
Kembang Anak dan Pengembangan KLA sesuai dengan
petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

e. Merencanakan penJrusunan kebijakan T\rmbuh Kembang
Anak dan Pengembangan KLA di daerah.

f. Melaksanakan penyiapan kqiian Forum Koordinasi kebijakan
Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA.

k.
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g. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, sosialisasi dan Distribusikebijakan pelaksanaan T\rmbuh Kembang Anak danPengembangan KLA.

h. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan Tumbuh
Kembang Anak dan pengembangan KLA.

i. Melaksanakan penJrusuna.n bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Tumbuh xembang Anak dan
KLA daerah sesuai dengan program pembangunan-daerah.

j. Melaksanakal 
- 
penyiapan standarisasi lembaga penyedia

layanan T\rmbuh Kembang Anak dan pengemban[an rr,e.
k. Melaksan*T penyiapan penguatan dan pengembangan

layanan dd"T meningkatkan kualitas t<iuaiga dal"am
mewujudkan T\rmbuh Kembang Anak dan pengimbangan
KLA.

l. Melaksanakan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi- Tumbuh
Kembang Anak dan pengembangan KLA.

m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi Tumbuh
Kembang Anak dan pengembangan kle Eeraasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur.

n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Tumbuh Kembang Anak dan penge*b"rga, KLA.

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI DATA DAN INFORMASI GENDER, ANAK BIDANG EKONOMI,

HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Kepala seksi Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi,
Hukum dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugis pokok :

melaksanakan penJrusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta p.lapor.r, tugas di
seksi Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Efonomi, Hukum
dan Partisipasi Masyarakat.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Data dan Informasi Gender, Anak Biiang
Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan penjrusuna.n bahan pengkajian teknis Data dan
Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan
Partisipasi Masyarakat.

b. Pelaksanaan penJ rsunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi,
Hukum dan Partisipasi Masyarakat.

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum
dan Partisipasi Masyarakat.
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(3) untuk menyelenggarakan flrs"i s-ebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Data dan Informasi Gender, Anak Biiang
Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat mempunyai uraian
tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender,Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat
sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelak"sanaan
tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Data dan
Informasi Gender, Anak Bidang etonomi, Hukum dan
Partisipasi Masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi] Hukum
dan Partisipasi Masyarakat setiap saat sesuai dengan tugas
dan tanggungjawabnya agar pelerjaan berjalan tirtib dan
lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi Data dan
Informasi Gender, Anak Bidang Btconomi, Hukum dan
Partisipasi Masyarakat sesuai dengan petunjuk agar tidak
te{adi kesalahan atau kekeliruan;

e. Melaksanakan penyiapan ka.iian Forum Koordinasi
pen]rusunan kebijakan seksi Data dan Informasi Gender,
Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat;

f. Melaksanakan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi kebijakan
pelaksanaan seksi Data dan Informasi Gender, Anak eidang
Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat;

g. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebdakan seksi
Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum
dan Partisipasi Masyarakat;

h. Merencanakan kebijakan pengembangan informasi seksi Data
dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan
Parti sipasi Masyarakat;

i. Melaksanakan Seksi Data dan Informasi Gender, Anak Bidang
Ekonomi, Hukum dan partisipasi Masyarakat di daerah;

j. Melaksanakan pen]rusunan bahan bimbingan teknis dan
supenrisi penerapan kebijakan seksi Data dan Informasi
Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan partisipasi
Masyarakat daerah sesuai dengan program pembangunan
daerah;

k. Melaksanakan Pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan seksi bata dan
Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan
Partisipasi Masyarakat;

l. Menilai prestasi kerja bawahan di tingkungarl seksi Data dan
Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan
Partisipasi Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

m. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Data dan Informasi Gender, Anak Bidang Ekonomi,
Hukum dan Partisipasi Masyarakat;

n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
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Bagran Keenam
BIDANG KETAHANAN DAN KELUARGA SF^IAHTERA

pasal 22
(1) Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas *"*L"rri, r.p"ra 
-Dinas

dan sekretaris melaksanakan tufas dan fungsi aa"* halmenJrusun, mengolah dan merumuskan kebijakan teknis danmengendalikan program kegiatan bidang pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga, seksi Remaja, Advokasi dan KIE
Keluarga Kecil Berkualitas, seksi pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga dan Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga se.i-Jtera
menyelenggrakan fungsi :

a. Pelaksanaan .pengkajian, pengusulan dan pen]rusunan
kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Keluarg; s"3Jt ra;

b. Pelaksanaan norma, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan di Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahiera;

c. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendarian, pengawasan

program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non sluktural
dalam lingkup bidang; dan

e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi
dan pejabat non stuktural dalam lingkup biiang; t -

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalamayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera
mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian perumusan kebiiakan teknis di
Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;

b. Mempelajari- ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
teknis yang berhubungan dengan bidang trg"".

c. Merencanakan operasional program dan kegiatan di lingkup
bidang Ketahanan dan Keluarga Se.lahtera.

d. Merencanakan dan men]rusun program kegiatan tahunan
bidang Ketahanan dan Keruarga sejahtera sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

e. Menyusun, . menetapkan dan menyempurnakan pedoman
petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional program
bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;'

f. Mengajukan revisi program dan strategi pengelolaan kebijakan
operasional bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;

g. Men5rusun anggaran program dan operasional kegiatan bidang
Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;

h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup seksi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, seksi Remaja,
Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas dan seksi Bina
Ketahanan Keluarga sesuai nonna standard dan prosedur
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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i. Menyelia seksi pemberd3_{3"1 Kesejahte raan Keruarga, seksiRemqja, Advokasi dan KIE Keluarla Kecil Berkualitas danseksi Bina Ketahanan Keruarga aihm peraksanaan tugassesuai arahan pimpinan.
j. Melakukan. upaya-upaya terciptanya keterpaduan dansinkronisasi dengan stakeholder dan instansi t"rr."ii dalampelaksanaan progr€rm bida,g Ketahanan dan Keluarga

Sejahtera;

k' Melakukan - upaya-upaya, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayanan umum di bidang Ketahanan dan Kelu"rg"-s".1"rrt"r*

l. Memberikan 
_motivasi, petyrg-uk_dan penilaian prestasi kerja

kepada bawahan agar menin[katkan eios kinerj*v". -

m. Melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalahyang b"rkrt"l_ 
_ 
dengan pelaksanaan program bidang

Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
n. Mengembangkan metode-metode, prosedur-prosed.ur yang

berkaitan dengan tugas yang menjaditarrggurrg.irwabnya.
o. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan bidangnyasecara terus menerus, pr€veotif dan refresip agar t jui'

pelaksanaan program bidang Ketahanan aarr- Kelu-arga
Sejahtera tercapai secara efektifdan efisien.

p. Menilai prestasi kerja para aparatur seksi dibahawahnya
dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier danpeningkatan kualitas kinerja;

q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang
Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.

r. Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebiiakan dan ,"rr"i." tindak
lanjut.

s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang diberikan oleh pimpirian.

t. Menyampaikan laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan
tugasnya

pasal 23
Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. seksi Remqja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas;
3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

s EKS r 
'EMB 

ERro"*',.iffiJ$rl*r*oN KELUARGA

Pasal24
(1) seksi Pemberdaylu, Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh

seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok *Lun k. ,
fegratan pengembangan dan dukurrg", pellyanan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, penetapan sasaran pembinaan
kewirausahaan dalam bentuk kelompok upaya peningkatan
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Pendapatan Keluarga Sejahtera (uppKs) dan penggalangankemitraan untuk aksesibilitas p"*oJi*, t"ril"-r?-si, danmanajemen _serta pemasaran guna peningkatan p"rr?"p.t 
'keluarga sejahtera.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),Kepala seksi pemberd^yra' Kesejahtera€Ln retuarga
menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksan3k* penJrusunan bahan pengkajian kebijakan teknis
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan-Keluarga.

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.
c. Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam-lingkup
Seksi.

d. Pelaksana?n- evaluasi program dan kegiatan pejabat non
stuktural dalam lingkup Seksi.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala seksi pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
mempunyai uraian tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebiliakan
teknis seksi Pemberdaya€rn Kesejahter"*r Keluarga ;

b. Pelaksanaan Mengumpulkan bahan pen)rusun€m rencana
peningkatan kegiatan seksi pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga;

c. Men5rusun renc€rna peraksanaan program dan kegiatan seksi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di
lingkup seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

e. Melakukan pelembagaan, penguatan dan pengembangan
organisasi UPPKS;

f. Menetapkan perkiraan sasaran dan kebijakan pengembangan
UPPKS;

g. Pemberdayaan PKB, Kader dan Masyarakat untuk mendukung
pelaksanaErn program kegiatan UppKS;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan seksi pemberdayaa.n
Kesejahteraan Keluarga;

i. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan
dalam pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan resejahteraan
Keluarga;

Melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan pelaksanaEr.n
kegiatan Seksi;

Melaksanakan penJrusunan teraahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan dan rencana tindak
lanjut.

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan

bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

J.

k.
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Paragraf 2
SEKSI REMAJA, ADVOKASI DAN KIE KELUARGA KECIL

BERKUALITAS

Pasal 25

(1) Seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas
dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penJrusunan bahan pengkajian kebijakan teknis
dan melakukan kegiatan pembinaan remaja, pelaksanaan promosi
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan hak-hak reproduksi,
Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas baik melalui jalur
pendidikan maupun jalur masyarakat

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan bahan pengkajian teknis seksi
Remqja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup
Seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non
stuktural dalam lingkup Seksi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecir
Berkualitas mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga
Kecil Berkualitas sesuai dengan program kerja untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perurmusan kebijakan
teknis Seksi Remqja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil
Berkualitas;

c. Men5rusun anggaran seksi Remaja serta Advokasi dan KIE
Keluarga Berkualitas;

d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi
Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas;

e. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Remaja,
Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas sesuai dengan
bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan
dengan baik;

f. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan
seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas,
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

g. Melakukan pelembagaan, penguatan dan pengembangan
organisasi remaja dan keluarga remaja;

h. Menetapkan perkiraan sasaran dan kebijakan pengembangan
advokasi dan KIE Keluarga Berkualitas, Promosi Kesehatan
reproduksi remaja, Pendewasaan Usia perkawinan dan
Pengembangan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling
Remqja (PIK Remaja);
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i. Pemberdayaan PKB, Kader dan Masyarakat untuk mendukung
pelaksanaan program kegiatan Seksi Remaja, Advokasi dan
KIE Keluarga Kecil Berkualitas;

j. Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaxaan program
dan kegiatan seksi Rem4ja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil
Berkualitas;

k. Memberikan petunjuk dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga
Kecil Berkualitas;

l. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya
secara terus menerus, preventif, represif, agar tujuan
pelaksanaan program kegiatan dan peningkatan kualitas
lingkungan keluarga tercapai secara efektif dan efisien

m. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi Remaja,
Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas sesuai dengan
petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

n. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Remqja,
Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas berdasarkan
hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian kinerja
aparatur.

o. Melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi;

p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas
kepada kepala Bidang;

q. Melaksanakan Pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan dan rencana tindak
lanjut kegiatan Seksi Remaja, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil
Berkualitas

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 26

(1) seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seora.ng Kepala
seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab di seksi Bina
Ketahanan Keluarga

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan bahan pengkajian dan kebijakan
teknis Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup
Seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non
stuktural dalam lingkup Seksi.
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l, Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga sesuai
dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Bina
Ketahanan Keluarga sesuai dengan bidang tugas masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi
Bina Ketahanan Keluarga setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Bina
Ketahanan Keluarga sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi
kesalahan atau kekeliruan;

e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan
Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

f. Melakukan pelembagaan, penguatan dan pengembangan
organisasi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan
Keluarga Lansia;

g. Menetapkan perkiraan sasaran dan kebijakan pengembangan
Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remqja dan Keluarga
Lansia;

h. Pemberdayaan PKB, Kader dan Masyarakat untuk mendukung
pelaksanaan program kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia;

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan
Keluarga;

j. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan
dalam pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Ketahanan Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi;

m. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Bina Ketahanan Keluarga kepada Kepala Bidang;

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Bagran Ketujuh
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal27

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu
Kepala Dinas dan Sekretaris melaksanakan tugas dan fungsi
dalam hal melaksanakan penJrusunan, mengolah dan
merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengkajian, pengusulan dan penyusunan
kebijakan teknis dibidang Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana;

b. Pelaksanaan norrna, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dibidang Pengendalian penduduk dan Keruarga
Berencana;

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Pelaksanaan pengendalian program Pengendalian penduduk
dan Kelu arga Berencana.

(3) untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2l', Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan di
lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

b. Mendistribusikan tugas kepada seksi-seksi di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai
dengan tanggungiawabnya masing-masing untuk untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan
seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan pengendalian
Penduduk, seksi Pemberdayaan, Penyuluhan, penggerakan
dan Keserta KB dan seksi Pengendalian, pendistribusian
Alokon dan Jaminan Pelayanan KB sesuai prosedur untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyelia seksi Data, Informasi dan pemetaan perkiraan
Pengendalian Penduduk, seksi PemberdayaErn, pen5ruluhan,
Penggerakan dan Keserta KB dan Seksi pengendalian,
Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB dalam
pelaksanaan tugas sesuai arah pimpinan;

e. Menyelenggarakan pengkajian perumusan kebijakan teknis
di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

f. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

g. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Men5rusun bahan koordinasi Bidang Pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana;

i. Melaksanakan pembinaan di Bidang Pengendalian penduduk
dan Kelu arga Berenca.na;

j. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis
pelaksanaan program kegiatan di Bidang pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

k. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Bidang
Pengendalian Penduduk dan Kelu arga Berencana;
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1. Menyelenggarakan perumusan materi kebijakan teknis di
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang melibatkan Kabupaten;

m. Menyelenggarakan penJrusunan bahan kebijakan teknis di
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

n. Menyelenggarakan pengqiuan usulan materi Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan
Kabupaten/Kota;

p. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dan mengkoordinasikan
pelaksanaa.nnya dengan pihak-pihak terkait;

q. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

s. Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

t. Memberikan penilaian kinerja aparatur sub bidang di
bawahnya;

u. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 28

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
membawahkan :

1. Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

2. Seksi Pemberdayaan, Penyu.luhan, Penggerakan dan Kesertaan
KB;

3. Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan
Pelayanan KB.

Paragraf 1

SEKSI DATA, INFORMASI DAN PEMETAAN PERKIRAAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 29

(1) Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan
penyusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di Seksi Data, Informasi dan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pengkajian teknis Data,
Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
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b. PelaksanaEm penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

c. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Seksi Data, Informasi Dan Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan program
kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Data,
Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik.Membimbing pelaksanaan tugas
bawahan dilingkungan Seksi Data, Informasi dan Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk setiap saat sesuai dengan
tugas dan tanggungiawabnya agar pekerjaan bedalan tertib
dan lancar;

c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi Data,
Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau
kekeliruan;

d. Merencanakan pen5rusunan kebijakan Seksi Data, Informasi
dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di daerah;

e. Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi kebijakan
Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

f. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan Seksi Data, Informasi dan Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk;

g. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan Seksi
Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

h. Melaksanakan pen1rusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Seksi Data, Informasi dan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk daerah sesuai
dengan program pembangunan daerah;

i. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia
layanan Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk;

j. Melaksanakan pengembangan Data, Informasi dan Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk;

k. Melaksanakan Pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi Data,
Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

1. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi Data,
Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian
kinerja aparatur;
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Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf.2
SEKSI PEMBERDAYAAN, PEI{YULUHAN, PENGGERAKAN

DAN KESERTAAN KB

Pasal 3O

(1) Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB
dipimpin oleh seor€rng kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan pen5rusunan
bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait
serta pelaporan tugas di Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan,
Penggerakan dan Kesertaan KB.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pemberdayaan, Pen5ruluhan, Penggerakan dan
Kesertaan KB menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pengkajian teknis
Pemberd ay aarl, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB ;

b. Pelaksanaan pen5rusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait mberdayaan, Pen5ruluhan, Penggerakan dan Kesertaan
KB;

c. Pelaksanaan pen5rusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Pemberdayaan, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan, Penggerakan
dan Kesertaan KB mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdaya€ul, Penyuluhan,
Penggerakan dan Kesertaan KB sesuai dengan program kerja
untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Pemberd ayaarl, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB
sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Pemberdayaarl, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB
setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungiawabnya agat
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Pemberdayaan, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB
sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau
kekeliruan;

e. Merencanakan pen5rusunan kebijakan Seksi Pemberdayaarl,
Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB di daerah;

f. Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi kebijakan
Seksi Pemberd ayaarr, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan
KB;
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g. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebiiakan pelaksanaan seksi pemberd ayaan, pen5ruluhan,
Penggerakan dan Kesertaan KB;

h. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan Seksi
Pemberdayaan, Penyuluhan, penggerakan dan Kesertaan KB.

i. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan seksi pemberdayaan,
Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB daerah sesuai
dengan progra.m pembangunan daerah;

j. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia
layanan Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan, penggerakan dan
Kesertaan KB;

k. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangail
layanan untuk meningkatkan kesertaan KB;

l. Melaksanakan Pen)rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi pemberdayaan,
Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB;

m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan KB
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian
kinerja aparatur;

n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pemberdayacln, Penyuluhan, Penggerakan dan Kesertaan
KB;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PENGENDALIAN, PENDISTRIBUSIAN ALOKON

DAN JAMINAN PEI,AYANAN KB

Pasal 31

(1) Seksi seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon Dan Jaminan
Pelayanan KB dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hat
melaksanakan pen5rusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di Seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan KB.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon Dan Jaminan
Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkqiian teknis
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB;

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan
Pelayanan KB;

c. Pelaksanaan pen5rusun€rn bahan pelaporan tugas di
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB.
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(3) untuk menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon Dan
Jaminan Pelayanan KB mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Pengendalian, Pendistribusian Alokon
dan Jaminan Pelayanan KB sesuai dengan program kerja
untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas
dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungiawabnya
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau
kekeliruan;

e. Merencanakan pen]rusunan kebijakan seksi pengendalian,
Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB di daerah;

f. Melaksanakan penyiapan kajian Forum Koordinasi kebijakan
Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan
Pelayanan KB;

g. Melaksanakan penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan Distribusi
kebijakan pelaksanaan seksi Pengendalian, pendistribusian
Alokon dan Jaminan Pelayanan KB;

h. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB;

i. Melaksanakan pen5rusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan Seksi pengendalian,
Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB daerah
sesuai dengan progra.m pembangunan daerah;

j. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia
layanan Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan
Jaminan Pelayanan KB;

k. Melaksanakan penyiapan layanan pengendalian penduduk
untuk meningkatkan kualitas keluarga;

1. Melaksanakan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi pengendalian,
Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB;

m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan pelayanan
KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
penilaian kinerja aparatur;

n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan
Pelayanan KB;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus keahlian
secara teknis yang mencakup pemberdayaan perempuan, anak, dan
keluarga berencana yang mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak
terkait, untuk pen5rusunalr rencana kerja pelaksanaan kegiatan-
kegiatan penyuluhan program pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

b. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek-aspek
demogralis pemberdayaan keluarga, keluarga berencana,
keluarga sejahtera, sosial budaya geografis, dan tingkat
presentase masyarakat dan institusi masyarakat sebagai bahan
analisis dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

c. Melakukan kunjungan-kunju.ngan kepada para tokoh masyarakat
formal maupun informal dalam rangka pendekatan untuk
memperoleh kesepakatan personal dalam pelaksana€Ln program
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. Melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan peran serta
masyarakat dan institusi masyarakat dalam program
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. Mengumpulkan data dan informasi masalah-masalah dalam
pelaksanaanprogram pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
keluarga sejahtera, serta melakukan pembahasan masalah-
masalah tersebut bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan
kader dalam pertemuan berkala;

f. Melakukan penyeliaan kepada para kader terkait dalam
pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

g. Melakukan penyeliaan pengurusan kepegawaian, keuangan, saran
dan ketatausahaan progra.m pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

h. Melakr.rkan pengembangan kerja dengan semua pihak terkait,
untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan koordinasi dan
bimbingan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

i. Melakukan penyeliaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam
rangka pemantapan koordinator pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera serta
melaporkan hasil-hasil pertemuan tersebut menggunakan sub
sistim pencatatan pelaporan yang berlaku;
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J. Melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang *.n3^ai
tanggungiawabnya;

Mengembangkan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya
program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluargaberencana;

Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
pengendalian program pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Melakukan kemitraan program pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

Menyampaikan laporan kepada pimpinan mengenai tugas
pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan;

Melakukan tugas pekerjaan lainnya, sesuai petunjuk pimpinan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, para
pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun
antar kesatuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 29 Tahun 2076 tentang Tugas pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OO9 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

k.

m.

n.

o.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Deaosbcr ?O16

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 25 Deeoabcr 2o15

SEKR KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR I>I
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